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Abstract :

Abstract: 7he aim of this research is to determine the meaning and participation of politics for women
in South Konawe district in 2024. The research method used is descriptive qualitative research. Data
collection techniques were carried out directly using interview, observation, documentation and
literature study methods. Data analysis uses data processing methods. Data checking (editing) Data
grouping Data checking. The results of research on women's understanding and participation in the
world of politics in South Konawe Regency are that women in the public sphere have a role in decision
making. In fact, women can be strategic actors in regional development and women's involvement also
plays a very extraordinary role in achieving equality for women in entering the world of politics, namely
that women can participate and contribute to the political arena. Leadership participation is actually
equal to that of men so that there is no longer any gender separation when trying and dedicating
themselves to appropriate development, where currently women's representatives have obtained a role
in public office in taking women's roles has increased in the political realm compared to regional Another
thing that is evident from the government structure in South Konawe is that women dominate in taking
important positions in the current government structure.
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Abstrak :

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui makna dan partisipasi politik bagi kaum perempuan
di kabupaten konawe selatan tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif
deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan metode
wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data menggunakan metode pengolahan
data pengecekan (editing) data Pengelompokan data pemeriksaan data. Hasil dari penelitian
pemahaman dan partisipasi perempuan dalam dunia politik di Kabupaten Konawe Selatan yaitu
masyarakat perempuan dalam ranah publik memiliki peranan dalam suatu pengambilan keputusan.
Sejatinya perempuan bisa menjadi aktor strategis dalam suatu pembangunan daerah dan juga
keterlibatan perempuan memiliki andil yang sangat luar biasa berpartisipasi serta kontribusi dalam
ajang perpolitikan. Partisipasi kepemimpinan secara nyata setara dengan laki-laki sehingga tidak ada
lagi pemisahan gender ketika berusaha dan mengabdikan dirinya untuk pembangunan yang sesuai,
yang dimana saat ini perwakilan perempuan telah mendapatkan suatu peranan di jabatan publik dalam
pengambilan peranan perempuan sudah mempunyai peningkatan di ranah politik dibandingkan daerah
lainnya yang terbukti dari struktur pemerintahan di Konawe Selatan yang dimana perempuan lebih
mendominasi dalam pengambilan posisi penting dalam tatanan pemeritahan saat ini.
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PENDAHULUAN

Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang sangat berkaitan dengan
manusia, yang pada kodratnya selalu hidup bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial,
makhluk yang dinamis dan berkembang, serta selalu menyesuaikan keadaan sekitarnya.
Sebagai anggota masyarakat, seseorang atau kelompok tentu terikat oleh nilai-nilai dan aturan-
aturan umum yang diakui dan dianut oleh masyarakat itu. Berfikir secara cepat dalam hal
apapun, tidak terlepas dalam urusan politik. Politik merupakan sarana yang paling elegan
dalam meraih atau mendapatkan suatu kekuasaan. Kebijakan-kebijakan yang ada dalam suatu
negara merupakan produk politik yang digunakan oleh sekelompok orang, dalam hal ini adalah
pemerintah, untuk mempengaruhi atau merubah suatu tatanan kehidupan masyarakat. Misalnya
kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak, menaikkan harga bahan pokok
makanan, menaikkan tarif dasar listrik, menaikkan pajak kendaran bermotor, merubah
kurikulum pendidikan, dan lain sebagainya. Maka dari itu masyarakat dituntut untuk melek
politik atau dengan kata lain faham terhadap politik, agar tidak mudah terprovokasi atau ditipu
oleh kebijakan-bijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Oleh karena itu, politik akan selalu
menggejala, mewujudkan dirinya dalam rangka proses perkembangan manusia.

Indonesia memiliki negara yang berlatar belakang beragam suku bangsa, bahasa, dan
agama memiliki beragam perlakuan pula terhadap perempuan dan lakilaki. Perempuan selalu
ditempatkan pada kegiatan-kegiatan domestik sedangkan laki-laki pada kegiatan publik
termasuk di bidang politik. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat akhirnya
diperjuangkan perempuan sehingga pada akhirnya mendorong pemerintah mengeluarkan
beberapa aturan untuk menjamin persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan
atau kesetaraan gender. Padahal secara hakiki pemerintah Indonesia telah mengakui bahkan
menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang kehidupan, sebagaimana
tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat 1, “Segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Undang-undang Dasar 1945 itu ternyata
tidak cukup sehingga Indonesia meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,
Konvensi mengenai Penghapusan Hak Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
(Convention on he Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW)
yang disah kan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 4 ayat 1 UndangUndang
ini memberikan kewajiban kepada negara untuk menyusun peraturan khusus demi
mempercepat kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Demikian pula Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 46 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan
bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem
pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjamin keterwakilan perempuan
sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. (Amalia dalam Amalia, 2012:238).

Sangatlah perlu untuk dilihat, bagaimana posisi perempuan dalam Negara Indonesia itu
sendiri. Jikalau ditelusuri, kepedulian negara terhadap perempuan dapat dirunut sejak masa
pemerintahan Presiden RI pertama, Soekarno. Pada masa itu, perempuan telah diakui haknya
dalam politik, baik hak pilih dalam pemilihan umum 1955, maupun juga duduk sebagai anggota
parlemen. Pada masa itu juga telah ada UU yang bernuansa keadilan gender, yaitu UU 80/1958.
Undang-Undang tersebut menentukan prinsip pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang
sama. Perempuan dan laki-laki tidak dibedakan dalam sistem penggajian. Keluarnya UU ini
merupakan salah satu contoh dari keberhasilan perjuangan kaum perempuan ketika itu. Pada
masa Soeharto ada juga kemajuan penting yang dicapai perempuan. Salah satu kemajuan yang
dapat dicatat adalah dijadikannya masalah perempuan sebagai masalah politik dan adanya
kebijakan-kebijakan publik yang secara eksplisit bertujuan untuk menangani masalah-masalah
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perempuan. Secara kelembagaan hal ini tercermin dari adanya suatu kementrian yang bertugas
menangani masalah-masalah. (Muhadjir M. Darwin, Negara Dan Perempuan, Reorientasi
Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Grha Guru 2005, 71-72).

Sangat penting meningkatkan jumlah perempuan dalam dunia Politik terkhusus di
Kabupaten. Konawe Selatan, Karena ada tiga alasan utama pentingnya partisipasi kaum
perempuan dalam dunia perpolitikan. Pertama, meningkatkan kesetaraan gender . Kedua,
perempuan berfokus pada beberapa isu dan undang-undang yang mempengaruhi perempuan.
Ketiga, politisi perempuan memiliki kepentingan simbolis. Dengan adanya perempuan dalam
politik, maka akan bisa mengangkat kondisi perempuan itu sendiri yang saat ini masih
termarginalisasi dalam beberapa aspek kehidupan. Karena sebetulnya perempuan sendiri yang
tahu bagaimana masalah yang mereka hadapi.

Secara formal, peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik sudah diatur dengan
baik dalam undang-undang. Peningkatan keterlibatan perempuan didorong melalui tindakan
afirmatif, sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan di partai politik (Parpol), lembaga
legislatif maupun pada lembaga penyelenggara Pemilu. Makanya, Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Republik Indonesia menekankan agar Parpol memerhatikan keterwakilan perempuan
dalam kepengurusan. (https://kendaripos.fajar.co.id/2022/10/14/).

Berdasarkan hasil perolehan dari KPU Kabupaten Konawe Selatan bahwa calon
anggota legislatif perempuan belum mencukupi dari 30% dari setiap partai, sehingga KPU
Kabupaten Konawe Selatan perlu menekankan kepada setiap parpol agar mendorong
partisipasi perempuan dalam calon anggota legislatif pada pilcaleg tahun 2024 mendatang.

Keterwakilan perempuan dapat mencapai angka minial 30% sesuai dengan aturan yang
berlaku, akan tetapi angka tersebut perlu ditopang dengan tingkat pemahaman demi mencapai
partisipasi perempuan di kancah ranah politik, melihat kondisi sekarang ini masih banyak
kebijakan yang belum mengakomodir kebutuhan dan keamanan terhadap perempuan,
berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti “Makna Dan Partisipasi
Politik Bagi Kaum Perempuan Di Kabupaten Konawe Selatan (Studi Kasus Pemilu Tahun
2024).” Sehingga melahirkan analisis dan rekomendasi akademis terhadap permasalahan
tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif dengan pendekatan kualitatif.
Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengelola dan menggambarkan data serta informasi
berdasarkan fakta-fakta yang tampak untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Metode ini tidak
terbatas sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi juga analisis. Penyampaian data dan
informasi digambarkan dalam bentuk tampilan kalimat yang lebih bermakna dan mudah
dipahami.

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriftif kualitatif pada penelitian tentang
makna dan partisipasi politik bagi kaum perempuan di Kecamatan Andoolo, Angata dan
Moramo, Kabupaten Konawe Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi,
gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta fenomena
yang diselidiki. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan teori-teori, data-data, dan
konsep-konsep sebagai kerangka acuan untuk menjelaskan hasil penelitian, menganalisis dan
sekaligus menjawab persoalan yang diteliti.

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Konawe Selatan, dengan alasan
sebagai berikut: peneliti memilih lokasi penelitian berdasarkan kurangnya pemahaman
perempuan terkait makna politik, sebab kurangnya partisipasi perempuan dalam mengikuti
sosialisasi politik, sehingga kurangnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik.
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Teknik penentuan informan yang dipilih oleh peneliti adalah teknik purposive sampling
dikarenakan Teknik ini akan memudahkan peneliti untuk menentukan informan yang benar-
benar dapat memberikan data yang objektif dan revelan dengan penelitian ini. Selain itu dengan
Teknik ini peneliti dapat lebih selektif dalam memilih informan penelitian. Untuk memperoleh
data, penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif yakni data yang diperoleh
berdasarkan studi kepustakan dan studi lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian yang
dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan dan
menganalisis datanya melalui kalimat atau kata-kata yang telah diklarifikasi guna melahirkan
kesimpulan (Arikunto, 2006: 81). Dari analisis tersebut, peneliti berusaha mencari jawaban
atas masalah yang telah dirumuskan agar dapat titemukan pemecahanya sehingga dapat
membuat kesimpulan yang sesuai dengan masalah yang ada pada latar belakang penelitian.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana digambarkan
oleh Miles dan Huberman (1992:20) ( Bilu & Tunda, 2023 ; .Husain et al.,.2020; Suaib et al.,
2023; Harjudin, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Makna Politik Bagi Kaum Perempuan Di Kabupaten Konawe Selatan

Makna Politik pada hakikatnya adalah suatu proses yang melibatkan ide, gagasan dan
perasaan seseorang tentang politik, jika seseorang memikirkan dan mendefinisika suatu hal
mengenai politik sesuai dengan kenyataan yang dilihatnya maka hal ini dapat disebut sebagai
makna politik. Jadi, ketika seseorang atau kelompok mendefinisikan atau menafsirkan suatu
hal tentang politik maka ini akan disebut makna politik bagi individu atau kelompok tersebut.
Politik dalam pandangan Peter Mekl ( Budiarjo 2007: 15 ) dapat dipahami bahwa aktor politik
merupakan aktor utama dalam kegiatan politik untuk melakukan usaha mencapai tatanan sosial
yang baik dan berkeadilan. Selain itu, aktor politik juga sebagai aktor utama yang berpotensi
untuk menampilkan politik dalam bentuk buruk dalam kegiatan politik.
Pada dasarnya makna politik dapat diartikan sebagai pandangan, perasaan dan pendapat akan
politik oleh seseorang maupun kelompok yang dalam proses melahirkan makna politik tersebut
dipengaruhi oleh pemikiran, dan perasaan akan kondisi politik yang terjadi dilingkungannya,
serta dari daerah-daerah lainnya.

Politik Dalam Pandangan Positif

Politik sendiri akan selalu melekat dengan negara sebab definisi utama politik memang

adalah pengetahuan yang berhubungan dengan aspek kenegaraan baik itu dari aspek sistem,
dasar, kebijakan dan lain sebagainya. Politik juga merupakan jembatan yang menghungkan
pemerintah dan masyarakat serta politik bertujuan memberikan kesejahteraan bagi semua
aspek. Sehubungan dari ini maka hasil wawancara dari ibu Maulana (35 Tahun) masyarakat
Kabupaten Konawe Selatan yang menggungkapkan bahwa:
“Menurut saya politik itu adalah salah satu cerminan demokrasi yang di lakukan di negeri
Indonesia khususnya untuk memilih salah satu figur atau calon baik itu kepala desa, bupati,
gubernur serta presiden, artinya politik itu seperti pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk
kita menyumbang suara kita di dalam pemilihan tersebut” ( Wawancara, 15-10-2023).

Dari hasil wawancara di attas dengan Ibu Maulana memaknai politik sebagai suatu hal
yang positif, bahwa politik itu adalah yang berkaitan suatu sistem demokrasi,yang ada di negeri
indonesia ini, dalam sistem politik demokrasi salah satunya seperti adanya pemilu, yang
dimana merupakan pemilu adalah insturmen penting menegakkan demokrasi di suatu negara,
sebab legitimasi kekuasaan harus diperolen memalui pemilu, aga dapat bisa melahirkan
pemimpin yang bijaksana.
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Seperti yang dikatakan informan ibu Juniati (37 tahun) masyarakat Kabupaten Konawe

Selatan, yang menggungkapkan bahwa :
“Menurut saya politik adalah salah satu jalur atau ruang yang tersedia bagi seluruh
masyarakat indonesia untuk mengapresiasikan dirinya, sikapnya, pikirannya, dan ideologinya
untuk memperjuangkan kebaikan agar kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih
baik” (wawancara, 15-10-2023).

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Juniati memaknai politik sebagai suatu hal
yang positif, bahwa politik itu adalah jalur untuk masyarakat dalam melakukan kepada dirinya,
sikapnya, pikirannya, dan ideologinya untuk menciptakan suatu kebaikan sehingga dapat
menghasilkan kehidupan masyarakat yang positif dan menjadi warga negara yang lebih baik.

Hal yang paling mendasar dalam buruknya citra politik tidak lain hanyalah praktik
terhadap pelaksanaanya, dalam hal ini yaitu pelaksanaanya tidak sesuai makna dan tujuan
politik itu sendiri, yaitu untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, untuk kebahagian bersama,
bukan individu tertentu. Masyarakat tentu dapat melihat dan menilai langsung citra buruk
politik sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Sehubungan dari ini maka hasil wawancara
dengan
“Menurut pandangan saya bahwa orang-orang yang terjun dalam dunia politik tidak pernah
jauh dari korupsi, penghianatan, dan saling menjatuhkan, kalaupun ada orang terjun ke dunia
politik dengan tujuan baik, pasti lawan-lawannya banyak yang tidak suka dan saling berusaha
untuk menjatuhkannya. Ada juga orang yang terjun dalam dunia politik yang tujuan awalnya
baik tapi malah tergiur juga dengan uang dan akhirnya memimpin dengan semena-mena, dan
juga awalnya kita lihat orang itu baik pas mau pemilihan, tapi akhirnya berkhianat, lalu
melupakan janji-janjinya” ( Wawancara, 15-10-2023).ibu Rosmin (35 Tahun) masyarakat
Kabupaten Konawe Selatan, yang menggungkapkan bahwa:

Dari hasil wawancara di atas dengan ibu Rosmin dia lebih ke memaknai politik sebagai
suatu hal yang negatif, bahwa aktor politik yang terjun ke dalam dunia politik cukup lumayan
banyak yang terjerat kasus korupsi, penghianatan, dan perebutan kekuasaan sehingga dengan
itu aktor politik saling menjahtuhkan lawan politik dengan berbagai cara yang akan dia
lakukan.

Seperti yang dikatakan informan ibu Risnawati (39 Tahun) masyarakat Kabupaten

Konawe Selatan.
Menurut saya politik itu dapat menimbulkan perpecahan baik dari individu maupun kelompok
masing-masing, karna di dalam politik itu mereka saling menjatuhkan untuk mendaptkan
kekuasaan. Saya juga melihat bahwa kebanyakan hanya janji palsu saja yang dilakukan oleh
aktor-aktor politik ini, sehingga untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik membuat saya
ragu dan takut untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.” (Wawancara, 15-10 2023)

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Risnawati, dapat disimpulkan bahwa lagi dan
lagi masyarakat sebagian kaum perempuan memaknai politik suatu hal yang negatif, karena
politik dapat menimbulkan perpecahan dikarenakan bahwa aktor yang terjun dalam dunia
politik akan saling menjatuhkan satu sama lain dengan berbagai cara untuk bisa mendapatkan
kekuasaan.

Melihat teori dan hasil wawancara, dapat di simpulkan bahwa dari beberapa kaum
perempuan masih memaknai politik dengan hal negatif seperti yang di sampaikan oleh Peter
Mekl bahwa politik akan dipandang positif jika aktor dari politik berusaha mencapai kebaikan
bersama dalam tindakannya mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Sementara itu,
politik akan di pandang negatif jika aktor politik hanya memperebutkan kekuasaan, kedudukan,
dan kekayaan untuk kepentingan pribadi. Persepsi politik di pandang secara negatif menjadi
sangat tinggi dibandingkan politik di pandang secara positif oleh masyarakat, karena aktor
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politik saat ini di anggap tidak menjalankan kekuasaan dan wewenangnya dengan baik. Apabila
politik dijalankan dengan baik dan sejalan dengan tujuannya, maka politik otomatis akan di
pandang positif. Akan tetapi, jika politik tidak digunakan dengan baik dan menjauhi tujuan dari
politik yang seharusnya, maka politik akan di pandang sebagai suatu hal yang buruk.

Partisipasi Perempuan Dalam Politik Di Kabupaten Kabupaten Konawe Selatan
Rendahnya partisipasi kaum perempuan dalam mengambil peran di ranah publik,
Perempuan kurang percaya diri untuk berpartisipasi dalam bidang politik, disebabkan karena
adanya budaya patriarki yang masih melekat dalam kehidupan masyarakat. Dalam budaya
patriarki lebih mengutamakan kaum laki-laki jika dibandingkan dengan kaum perempuan.
Kaum perempuan merasa didiskriminasi dan kurang dipercayai untuk maju ke panggung
politik, hal inilah yang menyebabkan partisipasi perempuan di bidang politik masih rendah.
Sebagian besar posisi strategis dalam dunia politik selalu diduduki oleh kaum laki-laki., seperti
partisipasi perempuan di parlemen, dalam penyelenggara politik pun masih kurang adanya
keterwakilan perempuan pada sekarang ini dapat dilihat masih banyak daerah yang minim akan
adanya perempuan yang ikut berperan aktif dalam ranah publik, padahal Perempuan dalam
mengambil peran di ranah politik sangatlah penting mengingat memperjuangkan hak-hak
mereka serta memahami keinginannya adalah perempuan itu sendiri. Maka dari itu sangat
penting juga bagi perempuan mengambil peran dalam menentukan kebijakan-kebijakan.

Pada dasarnya perempuan telah mendapatkan suatu peranan dijabatan publik yang
dimana saat ini sedikit demi sedikit perwakilan perempuan dalam pengambilan peranan sudah
mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya, serta partisipasi perempuan di daerah-
daerah lainnya mengalami kemajuan diranah publik.

a) Aspek Akses

Aspek akses, dalam aspek ini yaitu pengakuan, peluang, dan jaminan kebebasan bagi
perempuan untuk menentukan pilihan. Sehubungan dari ini maka hasil wawancara dari dengan
ibu Meiyanti, S.IP calon DPRD Kabupaten Konawe Selatan, DAPIL 2 (Kecamatan. Angata,
Kecamatan.

b) Aspek Kontrol

Aspek Kontrol dalam aspek ini yaitu, kewenangan atau hak yang sama setiap perempuan untuk
menggunakan dan mengawasi pelaksanaan setiap keputusan. Sehubungan dari ini maka hasil
wawancara dengan ibu Meiyanti, S.IP Calon DPRD Kabupaten Konawe Selatan, DAPIL 2 (Kecamatan.
Angata, Kecamatan. Benua, Kecamatan. Basala, dan Kecamatan. Andoolo Barat) dari Partai Keadilan
Sosial (PKS).

- Aspek Suara Perempuan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan (Policy Making Process).

Aspek suara perempuan dalam proses pembuatan kebijakan (Policy Making Process). dalam
aspek ini dapat dilihat bahwa hingga saat ini keterwakilan suara perempuan dalam parlemen pada proses
pembuatan kebijakan masih sangat kurang. Sehubungan dari ini maka hasil wawancara dengan ibu
Meiyanti, S.IP calon DPRD Kabupaten Konawe Selatan, DAPIL 2 (Kecamatan Angata, Kecamatan
Benua, Kecamatan. Basala dan Kecamatan Andoolo Barat) dari Partai Keadilan Sosial (PKS),
menuturkan bahwa: “Tujuan saya setelah terpilih pada pemilu 2024, saya dapat membawa aspirasi,
karna saya hadir sebagai kuota perempuan, tentu tujuan saya dapat membawa aspirasi para perempuan-
perempuan di daerah saya. Mewujudkan keterwkilan perempuan dalam politik bagaimana kita selalu
memberikan dorongan semaksimal mungkin, meyakinkan bahwa penting bagi mereka untuk terjun
dalam ranah publik. Dalam kebijakan pemerintah sangat jelas mendukung perempuan untuk ikut serta
dalam pengambilan keputusan sampai-sampai pemerintah mengeluarkan UU mengenai keterwakilan
perempuan.”

Berdasarkan dari hasil wawancara, kehadiran perempuan dalam sebuah lembaga
legislatif sangat diperlukan demi terciptanya keterwakilan suara perempuan dalam lembaga
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legislatif untuk kemudian diakomodasi dalam sebuah kebijakan. Hal ini menandakan bahwa
ruang agar perempuan ikut berpartisipasi terkhusus di Kabupaten Konawe Selatan, saat ini
melakukan suatu proses pencapaian yang lebih dari apa yang pemerintah harapkan tetapi
meskipun seperti itu perempuan dalam politik menjadi penting sebab keberadaan mereka dapat
meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakli, mengawal dan
mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan serta turut dalam proses pembangunan.
Sementara dalam mewujudkan keterwakilan perempuan dalam politik dengan cara
memberikan ruang, dukungan, motivasi dan wadah kepada perempuan untuk membangun serta
memaksimalkan potensi yang ada pada diri mereka sehingga rasa keinginan mereka untuk
terjun pada dunia politik selalu ada sehingga mewujudkan kebijakan sensitif gender. disisi lain
penggunaan strategi yang mereka gunakan untuk duduk dalam suatu tatanan tinggi perlu
adanya pendekatan kepada orang yang mempunyai pengaruh cukup besar di dalam suatu
daerah, membangun jejaring serta membangun hubungan dengan siapapun yang bisa
membantu mendorong karena Kita tidak bisa seketika duduk disuatu jabatan tanpa adanya
dorongan dari segala pihak.

KESIMPULAN

Makna politik bagi kaum perempuan perempuan di Kabupaten Konawe Selatan maka
dapat diambil kesimpulan: Bahwa kaum perempuan yang memaknai politik secara negatif
dikarenakan melihat dari beberapa aktor politik yang menjalankan suatu kegiatan politik
dengan cara yang tidak bermoral, sedangkan kaum perempuan yang memaknai politik secara
positif melihat bahwa secara samar-samar usaha untuk mencapai kebaikan bersama dalam
praktek politik itu tetap ada diantaranya banyaknya praktek politik yang tidak bermoral.
Sebagian kaum perempuan melihat aktor politik dipandang tidak berusaha untuk memajukan
bangsa, konstitusi dianggap telah bagus tetapi tidak menjalankan dengan baik oleh aktor politik
dalam tindakan politiknya, lembaga tinggi negara dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat
diangga p tidak menjalankan fungsinya dengar benar, dan pejabat sering kali korupsi dan
mempertahankan atau merebut kekuasaan dengan segala cara. Sebaliknya, praktek politik
dengan upaya mencapai kebaikan bersama dalam bangsa adalah segala upaya untuk
memajukan bangsa, dengan tidak melanggar konstitusi dalam tindakan-tindakan politik,
lembaga perwakilan rakyat menjalankan kinerjanya dengan baik, agar dapat mewakili
kepentingan rakyat dan pejabat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, serta
perebutan kekuasaan dilakukan secara demokrasi dan formal yang tidak dimanipulasi agar
dapat tidak merugikan orang lain.

Partisipasi perempuan dalam politik seharusnya bisa seimbang dengan laki-laki yang
secara masif dominan menduduki jabatan politik. Namun, beberapa hambatan yang
menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik legislatif dan eksekutif. Ini
karena adanya beberapa faktor masih mempengaruhi partisipasi perempuan dalam politik,
seperti budaya patriarki yang kuat dalam masyarakat yang memperkuat semua aspek
kehidupan politik, terutama di lembaga-lembaga tertinggi sebagai pembuat kebijakan. Peran
laki-laki menjadi dominan dalam bidang politik di lembaga eksekutif maupun legislatif. begitu
banyak hambatan-hambatan perempuan yang mereka alami pada saat keikutsertaan permpuan
dalam parlemen, tapi sejatinya perempuan bisa menjadi aktor strategis dalam suatu
pembangunan daerah dan juga keterlibatan perempuan memiliki andil yang sangat luar biasa,
dalam mencapai keseteraan oleh perempuan dalam terjun kedunia politik yaitu perempuan bisa
berpartisipasi serta berkontribusi dalam ajang perpolitikan. Peran perempuan secara nyata
setara dengan laki-laki sehingga tidak ada lagi pemisahan gender ketika berusaha dan
mengabdikan dirinya untuk pembangunan.
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